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Abstrak: Kota Maksum memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas dan dikaji. Kampung yang 
kini berstatus kelurahan di Kota Medan, ternyata dahulu merupakan bagian wilayah 
pemerintahan kesultanan Deli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya 
Kota Maksum. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Lapangan (Field Research)  
yang dikombinasikan dengan Studi Pustaka (Library Research). Adapun hasil penelitian yang 
diperoleh adalah Kota Maksum merupakan kawasan ibukota kesultanan Deli yang pindah dari 
Labuhan karena sebab-sebab tertentu, yakni letak geografis Labuhan yang berada didataran 
rendah sehingga rawan terkena banjir dan alasan ekonomi sekaligus politik dimana medan 
menawarkan peluang kemakmuran lewat kemajuan perkebunan dengan dipindahkannya pusat 
kantor perkebunan yang dibuka oleh Nienhuys dan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. 
 
Kata Kunci: Kota Maksum 
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PENDAHULUAN 
Kota selalu menjadi bahan kajian yang 
menarik untuk diperbincangkan dalam setiap 
level dengan segala permasalahan yang 
dihadapinya. Membicarakan terbentuknya 
kota merupakan hal yang menyenangkan dan 
menjadi bagian dari diskusi mengenai 
peradaban manusia dengan segala 
substansinya. Kota sebagai pemukiman 
memiliki segala piranti yang mendukung 
eksistensinya sehingga menjadi satu kesatuan 
yang utuh dan sekaligus unik. 
Kawasan kota Maksum tidak langsung 
menjadi pusat Kesultanan Deli sejak awal 
berdiri. Kesultanan yang didirikan oleh Sri 
Paduka Gocah Pahlawan ini telah beberapa 
kali berpindah pusat pemerintahan sejak yang 
pertama di Deli Tua. Pada masa Tuanku 
Panglima Perunggit (Raja Deli II), pusat 
pemerintahan di pindahkan ke daerah Padang 
Datar. Selanjutnya oleh anaknya, Raja Deli 
III yaitu Tuanku Panglima Pederap, pusat 
pemerintahan dipindahkan lagi ke daerah 
Pulau Brayan sekarang. Perpindahan ini 
merupakan bagian dari strategi politik untuk 
lebih mudah mengawasi daerah-daerah 
taklukan kerajaan Deli. Pindahnya pusat 
pemerintahan terjadi lagi pada masa Sultan 
Deli IV yaitu Tuanku Panglima Pasutan. Ia 
memindahkan pusat kerajaan dari Pulau 
Brayan ke Labuhan Deli serta memberi gelar 
datuk untuk memperkokoh kedudukan 
kepala-kepala suku (para Sibayak) yang 
merupakan penduduk asli kerajaan Deli. 
Perpindahan yang terakhir terjadi pada masa 
Sultan Makmun Alrasyid Perkasa Alamsyah 
ke kawasan Kota Medan sekarang ini. 
Selain karena alasan geografi dan 
ekonomi, perpindahan yang terakhir juga 
dipengaruhi oleh  alasan politik, yaitu adanya 
kerjasama Sultan dengan pihak Belanda. 
Sejak Jacobus Nienhuys memindahkan 
kantor kebunnya ke Medan Putri yang sepi 
pada tahun 1869, Medan mulai menjadi 
kawasan yang ramai pendatang. Dipilihnya 
Medan Putri disebabkan pertimbangan 
letaknya yang strategis, yaitu berada di 
dataran yang lebih tinggi sehingga tidak 
mudah kebanjiran di musim hujan dan lagi 
berada di tengah-tengah pusat perkebunan. 
Kata Medan sendiri, dalam bahasa Melayu 
berarti tempat berkumpul. Sejak dahulu, 
Medan menjadi pelabuhan tongkang-
tongkang dari laut yang membongkar muatan 
untuk kemudian meneruskan dengan perahu 
kecil ke Deli Tua dan Sungai Babura. Medan 
juga menjadi tempat berdagang bagi orang-
orang dari Hamparan Perak, Sukapiring, dan 
lain-lain. Hal ini kemudian menjadi alasan 
dipindahkannya ibukota Residen Sumatera 
Timur dan pusat pemerintahan Kesultanan 
Deli ke Medan. 
Pemerintahan kesultanan Deli saat itu 
dipegang oleh Sultan Makmun Alrasyid 
Perkasa Alamsyah, karena itulah ia sering 
dijuluki sebagai tokoh pembangun kota 
Medan. Sebelum Kota Maksum menjadi 
daerah pemukiman raja beserta kerabat dan 
rakyatnya, lebih dulu dibangunlah istana 
Maimoon dengan peletakan batu pertama 
pada tahun 1888. Keluarga kerajaan pindah 
ke Medan dari istana Labuhan pada tahun 
1891 sebelum akhirnya mendiami istana Puri 
yang mulai dibangun pada 1905. 
Dilihat dari aktivitas masyarakat, Kota 
Maksum dihuni oleh masyarakat pribumi dari 
suku Melayu, Jawa, Mandailing dan 
Minangkabau. Masyarakat dari suku Melayu 
yang tinggal di sana sebagian besar 
merupakan golongan Bangsawan Deli, meski 
ada pula yang merupakan rakyat jelata yang 
bukan dari turunan Bangsawan.  Sementara 
masyarakat dari suku Minangkabau memilih 
Kota Maksum sebagai tujuan perantauan 
karena posisinya yang dekat dengan pusat 
pasar, yaitu pasar central yang memang di 
masa tersebut merupakan pasar besar yang 
mewadahi aktivitas perdagangan di Kota 
Medan. Sebagai akibat dari pencampuran 
tersebut, masyarakat Minangkabau yang 
tinggal di Kota Maksum menjadi lancar 
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berbahasa Melayu Indonesia dengan logat 
yang masih kental dengan bahasa Ibunya. 
Sebagai daerah yang dihuni oleh 
kalangan Bangsawan Melayu, maka 
bangunan yang ada di Kota Maksum 
sebagian besar merupakan rumah panggung 
yang terbuat dari kayu. Kawasan ini banyak 
dihuni oleh pejabat kerajaan yang turut 
berkontribusi dalam kehidupan politik 
kesultanan Deli. Hukum Sultan merupakan 
hukum yang berlandaskan pada agama Islam. 
Maka dalam kebijakan, keputusan maupun 
penegakan hukumnya, kesultanan Deli 
dibantu oleh penasehat dalam bagian hukum-
hukum Islam. 
Pembangunan kota Medan tidak 
terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. 
dapat dikatakan bahwa Medan merupakan 
Kota yang dibangun dengan kerjasama antara 
Sultan dan pemerintah Hindia Belanda. 
Kerjasama diwujudkan dalam sebuah kontrak 
politik antara Hindia Belanda dan kerajaan 
Deli. Pemerintah Hindia Belanda 
mengembangkan sistem pemerintahan lokal, 
baik di daerah-daerah yang dikuasai 
langsung, maupun daerah-daerah swapraja. 
Daerah langsung merupakan daerah yang 
langsung diperintah oleh Belanda, sedangkan 
daerah swapraja diperintah Belanda dengan 
perantara raja-raja. hukum ketatanegaraan 
swapraja terdiri dari pemerintahan sendiri, 
polisi sendiri, peradilan sendiri, dan urusan 
legislatif sendiri yang dibedakan dengan 
daerah langsung Hindia Belanda. 
Dulunya, raja-raja di Sumatera Timur 
mempunyai kedudukan internasional 
sehingga tidak menutup kemungkinan 
menjalin hubungan dengan pihak asing 
secara bebas. Dengan adanya Belanda, 
kekuasaan yang besar tersebut semakin 
berkurang hingga akhirnya menyatakan diri 
dan takluk kepada Belanda. Dampak dari 
kerjasama tersebut adalah berkurangnya 
tanah kekuasaan Sultan dengan pemberian 
hak konsesi tanah kepada pihak kolonial. 
Berdasarkan kontrak politik yang terjalin, 
daerah pemerintahan kerajaan Deli sebatas: 
wilayah langsung Sultan, wilayah-wilayah 4 
Urung dari Datuk empat suku yaitu XII Kota 
Hamparan Perak, Serbanyam-Sunggal, 
Sukapiring, dan Patumbak, serta wilayah 
negeri jajahan yaitu Percut, Bedagai dan 
Padang. Untuk daerah langsung Sultan, 
kepemilikan tanah di keluarkan oleh Sultan 
dan Datuk dengan sebutan Grand Sultan dan 
takluk kepada hukum adat. Sementara tanah 
untuk rakyat Hindia Belanda, dengan surat 
tanah Grant C dan D takluk kepada hukum 
yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. 
Tanah dengan Grand C dan D pada mulanya 
juga merupakan tanah kekuasaan Sultan, 
namun karena terjadi penghibahan tanah dari 
Sultan kepada Kota Medan maka pemegang 
grant tidak lagi tunduk kepada hukum 
swapraja. Hal ini kemudian menimbulkan 
suatu permasalahan baru, yaitu status 
penduduk kota Medan. Meski Sultan telah 
menghibahkan tanah kepada kota Medan, 
namun tanah tersebut belum terlepas dari 
ikatan wilayah kekuasaan Sultan. Oleh 
karena itu, tanah tersebut masih berada di 
dalam daerah tidak langsung sehingga 
setengah dari penduduk kota Medan tetap 
menjadi kaula raja sehingga tidak tunduk 
pada Pemerintah Hindia Belanda.  
Hal ini yang kemudian diupayakan 
agar daerah Gemeente Medan menjadi daerah 
langsung yang diperintah oleh Gubernemen 
Belanda lewat salah satu pasal dalam politik 
kontrak yang membuat Sultan menyerahkan 
tanah dengan hak eigendom (hak kebendaan 
yang dimiliki seseorang untuk secara bebas 
menikmati sebidang tanah dan menguasainya 
secara mutlak). Hak eigendom ini tidak 
termasuk tanah di kawasan Kota Maksum 
dan kampung Sungai Kerah Percut.  
Pembagian hak tanah antara tanah 
swapraja dan tanah kotapraja ini 
mengakibatkan penduduk Kota Medan 
digolongkan menjadi dua, yaitu rakyat raja 
dan rakyat Hindia Belanda. masyarakat Kota 
Maksum termasuk ke dalam kaula raja 
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sehingga tunduk kepada hukum dan 
ketentuan swapraja. 
Sebagai daerah yang menjadi letak 
kerajaan sekaligus pusat pemerintahan 
kesultanan Deli. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk menelusuri bagaimana sejarah 
Kota Maksum dan keistimwaan Swapraja-
nya serta pengaruh Hindia Belanda yang 
turut mempengaruhi dengan Politik Kontrak 
yang mengikat raja-raja di Sumatera Timur. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini berkaitan dengan 
penelitian sejarah, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Garraghan dalam 
Abdurrahman (2007:53) mendefinisikan 
metode penelitian sejarah adalah seperangkat 
aturan dan sistem sistematis yang 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah 
secara efektif, menilainya secara kritis, dan 
mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang 
dicapai dalam bentuk tertulis. Dengan 
demikian dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode penelitian studi 
Lapangan (Field Research)  yang 
dikombinasikan dengan Studi pustaka 
(Library Research) dengan cara menguji 
kebenaran data yang diperoleh di lapangan 
dengan teori dan informasi dari buku-buku 
yang relevan serta berhubungan dengan 
sejarah Kota Maksum untuk dijadikan 
sebagai dasar atau landasan bagi peneliti 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 
 
PEMBAHASAN 
1. Sejarah Kota Maksum 
Membicarakan Kota Maksum tidak 
dapat terlepas dari pengaruh Kolonial 
Belanda. Hal ini dikarenakan, terbentuknya 
hubungan sultan dan pemerintah Kolonial 
melahirkan sebuah kesepakatan yang diatur 
dalam politik kontrak sehingga tampaklah 
adanya campur tangan Belanda dalam 
kebijakan sultan. Periode Kota Maksum 
sebagai ibukota Kesultanan Deli merupakan 
periode masa Belanda membentuk 
Kotaprajanya di Medan, sehingga keberadaan 
Kota Maksum menghadirkan identitas 
tersendiri di tengah-tengah kemajuan 
masyarakat modern yang diprakarsai 
pemerintah Hindia Belanda. Jadi, sebelum 
membicarakan terbentuknya Kota Maksum 
dan segala aktivitas masyarakat di dalamnya, 
maka di bahas terlebih dahulu hubungan 
Kesultanan Deli dengan Kolonial Belanda. 
Intervensi kolonial Belanda terhadap 
Kesultanan Deli dimulai sejak kerjasama 
pertama antara Sultan Mahmud Al Rasyid 
Perkasa Alamsyah (Sultan Deli VIII) dengan 
Belanda melalui wakilnya yaitu tuan besar 
residen Riau E. Netscher pada tanggal 22 
Agustus 1862 (1280 H). Sejak saat itu, 
semakin terlihat jelaslah pengaruh 
pemerintah Belanda yang begitu kuat 
terhadap kebijakan Sultan Deli. Keinginan 
Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan 
kecil di Sumatera Timur bermula dari 
terjalinnya kontrak politik dengan Siak 
(Traktaat Siak) 1 Februari 1858. Dalam 
perjanjian itu, kerajaan Siak dan jajahan-
jajahannya harus diserahkan kepada Belanda. 
Atas alasan inilah kemudian Belanda 
mengirimkan E. Netscher untuk mengakhiri 
kemerdekaan negeri-negeri di Sumatera 
Timur (Sinar, 2011: 28). 
Kedatangan wakil Belanda ini tidak 
disambut baik dibeberapa daerah, karena  
pada kenyataannya raja-raja negeri Sumatera 
Timur tidak mengakui berada di bawah Siak. 
Namun, dengan tekanan-tekanan yang 
dilakukan akhirnya Sumatera Timur takluk 
dibawah kekuasaan pemerintah Hindia 
Belanda. Penandatanganan pertama-tama 
dilakukan oleh raja Panai, Bilah, dan Kota 
Pinang. Sultan Serdang, Asahan dan 
Batubara adalah yang paling keras menolak 
kedatangan utusan Belanda dan menyatakan 
tidak ingin tunduk dibawah pemerintah 
Hindia Belanda. Dengan tekanan dari 
Belanda dan kelengkapan Perang yang 
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didatangkannya, maka akhirnya para raja-raja 
tersebut terpaksa menandatangani perjanjian 
persahabatan itu. 
Sama seperti raja-raja lain, Sultan 
Mahmud Al Rasyid Perkasa Alamsyah juga 
tidak mengakui Deli sebagai taklukan Siak. 
Hal ini seperti yang dituliskan Husni (1978: 
114), yakni:  
“Dalam perundingan di kapal, 
Sultan Deli menyatakan bahwa 
Siak tak pernah melindungi 
Deli dari serangan-serangan 
luar, apalagi Sultan Deli adalah 
secara nyatanya ditentukan oleh 
Sultan Aceh menjadi wakil di 
Sumatera Timur. Oleh sebab itu 
Sultan tak dapat 
menandatangani satu 
pernyataan sebagaimana yang 
disodorkan Belanda, bahwa 
Deli bertuan ke Siak dan masuk 
daerah dari  kerajaan Siak 
tersebut. 
Perundingan pun dilakukan di hari 
berikutnya dan berjalan lancar. Netscher 
mendapatkan tanda tangan Sultan Deli 
melalui Acte Van Verband dengan tawaran 
Deli bersama Siak sebagai daerah dibawah 
naungan Belanda. dalam hal ini, Husni 
(1978: 115) berpendapat: 
“Sultan Deli menafsirkan 
“bernaung” itu adalah dalam 
arti kata “protektorat” bukan 
dalam arti kata “di bawah” 
kedaulatan Belanda sebagai 
jajahan. Walaupun dalam 
pengertian juridis Deli adalah 
daerah protektorat tapi dalam 
prakteknya Sultan terpaksa 
dalam banyak hal meluluskan 
kehendak-kehendak Belanda.” 
 
Setelah terjalinnya hubungan Deli dan 
Pemerintah Hindia Belanda, maka  
dimulailah kesempatan Belanda untuk 
membuka perusahaan perkebunan tembakau 
Deli yang dipercayakan kepada J. Nienhuys. 
Pada tanggal 5 Maret 1863, dibuat perjanjian 
tambahan antara Sultan Mahmud Perkasa 
Alamsyah dengan Tuan Besar Residen Riau 
E. Netscher dengan disahkan oleh Gubernur 
Jendral Hindia Belanda, mengenai hal ikhwal 
tanah-tanah tidak akan diserahkan kepada 
orang-orang Eropa dan lainnya. Acte  terus 
diperbaharui dan ditambahkan hingga 
meningkat menjadi politik kontrak pertama 
pada tahun 1907. Perlu diingat bahwa pada 
masa kolonial wilayah pemerintahan di 
Hindia Belanda dibagi menjadi dua. Yang 
pertama adalah wilayah langsung Hindia 
Belanda (untuk kasus di Medan adalah 
Gemeente) dan wilayah kerajaan bumiputra 
(Zelfbestuurende Landschappen) yang diikat 
dengan kontrak politik dan pernyataan 
pendek. Kesultanan Deli merupakan kerajaan 
yang diikat dengan politik kontrak. 
Dengan semakin majunya Medan 
dengan jumlah perkebunan yang semakin 
meningkat, maka dalam waktu dekat medan 
berubah dari sebuah kampung yang menurut 
catatan Anderson pada tahun 1823 hanya 
dihuni sekitar 200 orang saja berubah 
menjadi kota penting yang ramai di datangi 
oleh para imigran dari daerah-daerah lain di 
pulau Sumatera. Kemajemukan etnis semakin 
beragam sejak Belanda menggunakan 
kebijakan “pintu terbuka” dengan 
mendatangkan kuli-kuli dari Jawa, Sunda, 
China, dan India untuk bekerja di 
perkebunan. 
Sebelum menjadi pusat pemerintahan 
kesultanan Deli, kawasan kota Maksum dan 
sekitarnya merupakan daerah urung 
Sukapiring. Menurut T.I Harif, (ketua forum 
komunitas keluarga urung sukapiring) dalam 
tulisannya dalam sebuah artikel, bahwa batas 
wilayah urung Sukapiring pada masa lalu 
adalah sebagai berikut: 
- Sebelah utara sampai jalan rel KA Medan 
– Binjai dan masuk sedikit kesebelah 
barat pertemuan antara sungai Baburah 
dan sungai Deli 
Kota Maksum, Ahmad Fakhri Hutauruk, Dwi Rizky Adelina  135 
 
- Sebelah selatan sampai wilayah Deli Tua 
dan sekitarnya 
- Sebelah timur sampai wilayah Pasar 
Merah/ Sukaramai dan berbatasan dengan 
kawasan Percut 
- Sebelah barat sampai berbatasan dengan 
sungai Baburah 
Menurut T.I Harif, Datuk Rastam yang 
saat itu menjabat sebagai Datuk Sukapiring 
menyerahkan tanahnya untuk dijadikan 
sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli. 
Datuk Rastam yang pada masa itu 
berdomisili di Datuk Straat (sekarang 
Kesawan), memberikan sebahagian tanahnya 
untuk di pakai demi pembangunan pusat 
pemerintahan Kesultanan Deli. Penyerahan 
tanah tersebut di terima oleh kesultanan Deli 
yang pada masa itu di pimpin oleh Sultan 
Ma’mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah.  
Disamping itu, pemerintah Hindia 
Belanda juga telah merancang untuk 
menjadikan Medan sebagai sebuah Gemeente 
(Kotapaja). Untuk persiapan dibentuknya 
Gemeente atau Kotapraja yang berada 
langsung dibawah pemerintahan Hindia 
Belanda, maka dibentuklah Gementee Fonds 
pada tahun 1886 yang juga dikenal dengan 
nama Negorijraad. Badan ini merupakan 
komisi untuk mengurus dana-dana 
pembangunan kota. Tanah Gemeente ini 
diberikan oleh sultan kepada pemerintah 
Hindia Belanda dan kemudian diserahkan 
kepada badan Gemeente Fonds. Dana yang 
masuk ke kas Gemeente Fonds berasal dari : 
a. sebagian dari hasil tanah dalam 
lingkungan kota Medan itu diperoleh dari 
kerajaan Deli 
b. tunjangan-tunjangan dari kerajaan Deli 
untuk keperluan jalan, titi, air, dll 
c. kontribusi secara sukarela dari penduduk 
untuk penerangan jalan 
d. penghasilan dari sewa dan pacht 
bangunan dan pasar 
e. penghasilan-penghasilan lainnya. (Sinar, 
2006: 339) 
Dengan adanya Gemeente Fonds untuk 
pendirian kotapraja Medan, maka 
perancangan kota dimulai hingga secara 
resmi medan lahir sebagai Gemeente pada 1 
April 1909. Secara administratif, ada 
wilayah-wilayah sultan yang tidak masuk 
dalam Gemeente meski berada di dalam 
Medan. Sinar (2011: 33) menyatakan:  
“Sebagian wilayah Kota Medan 
(Gemeente) masih berada 
didalam wilayah kesultanan 
Deli. Batas wilayah kerajaan 
Deli dan Gemeente adalah jalan 
Antara (sekarang jalan 
Sutrisno). Kampung-kampung 
seperti Kota Maksum, Gelugur, 
Sungai Rengas, Medan Baru, 
Sungai Kerah, Sukaramai masih 
berada didalam wilayah 
Kesultanan Deli. Penduduk 
yang berdiam di dalam wilayah 
itu yaitu penduduk asli atau 
kaula Swapraja dan tunduk 
kepada peradilan kerajaan 
Deli.” 
Kota Maksum sebagai sebuah 
pemukiman yang didirikan pada tahun 1905, 
ditandai dengan dibangunnya Istana Puri 
pada 12 November 1905. Menurut Tengku 
Moharsyah (wawancara 7 Maret 2016) Bagi 
Kesultanan Deli, Kota Maksum berfungsi 
sebagai kawasan pemukiman bagi sultan 
berserta keluarganya (istana puri), rumah-
rumah bangsawan, pegawai pemerintahan 
serta rakyat sultan. Urusan pemerintahan dan 
acara Kesultanan dilakukan  di Istana 
Maimoon, pusat ekonomi (pasar) juga tidak 
terdapat didalam kawasan ini, tetapi di luar 
kawasan. Hal ini dipertegas oleh Colombijn, 
dkk (2015:271), close to the palace the sultan 
had his private residence in Kota Matsoem or 
sultan village. The official ceremonial palace 
was Istana Maimoon or Maimoon palace. 
The palace was gift from tobacco companies 
to the sultan and was used for official 
receptions and festivies (di dekat istana 
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Sultan, terdapat pemukiman pribadi di Kota 
Maksum atau kampung sultan. Perayaan 
resmi diadakan di istana maimoon. istana 
tersebut merupakan hadiah dari perusahaan 
tembakau kepada sultan dan digunakan untuk 
upacara-upacara resmi dan festival-festival). 
Meski terpisah dari segi administratif 
Gemeente, namun Belanda turut 
berkontribusi membantu Sultan Makmun Al-
Rasyid Perkasa Alamsyah dalam 
pembangunan di dalam daerah Swapraja 
lewat badan Gemeente Fonds. Seperti halnya 
pembangunan Istana Kota Maksum di Jalan 
Puri pada tanggal 12 November 1905 dan 
Mesjid Raya Al Mansun pada tanggal 21 
Agustus 1906 dan diselesaikan pada 10 
September 1909. Kota Maksum di renovasi 
berdasarkan Plan 3 tahun. Jalan-jalan 
disekitar Istana Puri Kota Maksum dijadikan 
kompleks perumahan dan Delikan Park. 
(Sinar, 2006:339). 
Dengan demikian, Kota Maksum 
adalah contoh pemukiman tradisional yang 
mulai mengadopsi gaya kolonial, dengan 
meninggalkan pola pemukiman yang berdiri 
di pinggir sungai. Belanda menyebut 
kawasan Kota Maksum sebagai 
Sultanground, ini terlihat dari peta Gemeente 
Medan buatan tahun 1919. kawasan yang 
berada dibawah naungan sultan disebut 
sebagai Sultanground. Secara geografis, tidak 
ada pemisahan berarti antara daerah sultan 
dan Gemeente jika dilihat dalam peta-peta 
Medan buatan Belanda. Maka Gemeente 
Medan dan Sultanground Kota Maksum 
adalah dua kawasan berdampingan yang 
menjadi pembentuk utama kota Medan 
sekarang ini. 
2. Awal Nama Kota Maksum 
Dari penelitian yang dilakukan, 
peneliti mendapat informasi bahwa nama 
Kota Maksum diambil dari bahasa Arab, 
artinya terpelihara oleh dosa. Hal ini juga 
disebutkan oleh Husny (1978:339), bahwa 
Kota Maksum, artinya daerah yang 
terpelihara. Banyak yang beranggapan asal 
mula penamaan “Maksum” diambil dari 
nama Mufti Kerajaan Deli atau Ulama besar 
Syekh Hassan Maksum yang dulu pernah 
tinggal di kawasan ini, tepatnya di Jalan Puri. 
Meuraxa (1973:56-57) menjelaskan yang 
disebut Kota Maksum adalah Jalan Puri yang 
sekarang. Dizaman Belanda ada seorang 
Syekh Imam Mesjid Raya Sultan Deli yang 
bernama Tuan Syekh Hassan Maksum. 
Syekh itu besar pengaruhnya dalam 
lingkungan agama-Islam disekitar Kota 
Medan. Apakah Karena itu sekitar tempat 
Syekh itu tinggal di sebut Kota Maksum? 
Menurut Moharsyah (wawancara 7 
Maret 2016), nama Kota Maksum diambil 
dari nama Mufti sekaligus Imam Paduka 
Tuan yang sangat dihormati bernama Syekh 
Hassan Maksum yang tinggal di Jalan Puri. 
Namun Hal yang berbeda justru dituliskan 
oleh Husni (1978:339), .... nama Maksum ini 
bukan diambil dari nama Imam yang 
dimaksud sdr. Dada Meuraxa. malahan 
sebaliknya, kampung ini lebih dulu ada, 
sebelum Tuan Syekh Hassan Maksum tinggal 
di situ. Memang benar, pada tanggal 22 
Jumadilawal 1335-H bertepatan dengan 
tanggal 15 Maret 1917 keluarga Syekh Hasan 
Maksum pindah dari Labuhan ke Medan. 
Sementara Kota Maksum berdiri sebelum 
tahun itu. Husny (1978:339) menuliskan 
kampung ini berdiri pada awal 1905.  
Tidak pasti mengapa kawasan tersebut 
diberi nama Maksum yang kebetulan sama 
dengan nama seorang ulama besar kesultanan 
Deli. Namun yang pasti, arti “terpelihara” 
untuk daerah ini merupakan suatu gambaran 
bahwa kawasan Kota Maksum adalah suatu 
pemukiman yang suci, didalamnya tinggal 
orang-orang penting dalam Kesultanan. 
Tidak dibenarkan orang asing maupun Timur 
Jauh untuk tinggal maupun berjualan situ. 
Menurut Usman Pelly (wawancara 25 Maret 
2016), Kota Maksum adalah daerah suci yang 
diperuntukkan sebagai kawasan tinggal para 
bangsawan. Jalan Antara merupakan batas 
antar kampung sultan dengan kawasan orang 
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China yang dilarang melintasi Kota Maksum. 
Dari salah satu potongan Koran Sinar Deli 
tertanggal 7 September 1932, disebutkan 
bahwa polisi kerajaan berjaga-jaga di jalan-
jalan masuk Kota Maksum untuk 
menghindari masuknya orang Tionghoa 
untuk berjualan didalamnya. Bahkan sampai 
saat ini, beberapa orang Melayu yang punya 
kecendrungan menjual tanahnya di Kota 
Maksum tidak membiarkan orang Batak 
kristen ataupun China membeli tanah 
mereka. Hal ini yang menjadi penyebab 
mayoritas masyarakat kini kebanyakan 
adalah suku Minangkabau yang 
memanfaatkan kawasan Kota Maksum 
sebagai area tinggal karena alasan dekat 
dengan pusat-pusat pasar. 
Pada tahun 1909, hampir seluruhnya 
penduduk Kota Maksum merupakan 
masyarakat Melayu. Kedatangan para 
imigran kemudian membuat Kota Maksum di 
huni oleh beberapa etnis. Sebelum 
kemerdekaan (1945), masyarakat Kota 
Maksum terdiri dari etnis Melayu, 
Mandailing, Minangkabau, dan Jawa. Dari 
penelitian yang dilakukan, peneliti 
mendapatkan informasi bahwa orang-orang 
Mandailing banyak menjadi ulama-ulama 
atau guru agama. mereka yang lulus dari 
madrasah dipekerjakan oleh Sultan Deli 
sebagai Kadhi dan Imam serta jabatan-
jabatan lain dalam pengadilan agama 
sehingga diberikan tanah dan rumah di Kota 
Maksum, Sungai Mati, Kampung Mesjid dan 
Gelugur.  Hingga saat ini daerah Sungai Mati 
masih menjadi kawasan pemukiman etnis 
Mandailing. 
Dari peta-peta buatan Belanda tahun 
1915 dan 1933 kawasan ini diberi nama 
“Kota Ma’soem”. Saat ini, Kota Maksum 
lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan 
kawasannya telah dibagi menjadi empat 
bagian.  Tidak ada yang tahu pasti mengapa 
sebutannya berubah. Matsum tidak memiliki 
arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut 
berubah karena kesalahan pengucapan saja. 
Menurut Pelly (1998: 108), Selama 
pendudukan militer Belanda di Negara 
Sumatera Timur dari 1947-1950, Kota 
Maksum dibagi menjadi dua kampung, Kota 
Maksum I dan Kota Maksum II... dalam 
1959, Kota Maksum II dibagi menjadi dua 
kampung , yaitu Kota Maksum II dan Kota 
Maksum III. Selanjutnya Kota Maksum II 
kembali di bagi menjadi dua yaitu Kota 
Maksum II dan Kota Maksum IV. 
 
PENUTUP 
Kemajuan Medan mendorong 
Hindia Belanda untuk membangun 
kotapraja yang merupakan cikal bakal 
bagi kota Medan dewasa ini. Hubungan 
antara Sultan Deli dan Belanda yang 
terjalin lewat politik kontrak telah 
membuka peluang Belanda untuk 
menguasai tanah yang semula merupakan 
tanah hak kerajaan. Sebagai gantinya, 
sultan mendapat ganti rugi untuk semua 
penghibahan dan wewenang yang diambil 
alih serta Belanda turut membantu 
pembangunan dalam kawasan Swapraja 
Deli di Medan lewat badan yang 
mengurus pembangunan kotapraja yaitu 
Gemeente Fonds. 
Perpindahan Ibukota kerajaan Deli 
ditandai dengan dibangunnya istana 
Maimoon pada tahun 1888 dan selesai 
pada tahun 1891. Pembentukan wilayah 
swapraja dilanjutkan dengan membangun 
bangunan-bangunan penting lain seperti 
istana Puri pada 1905, mesjid raya Al-
Manshun pada 1906, taman Sri Deli, 
kerapatan serta perkampungan sultan 
serta kerabatnya. 
Nama Kota Maksum berarti 
“terpelihara oleh dosa”. Sebagai kawasan 
pemukiman sultan beserta kerabatnya, 
Kota Maksum dianggap sebagai kawasan 
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suci dan tidak dibenarkan ditinggali oleh 
orang-orang non muslim. 
Kota Maksum dihuni oleh beberapa 
suku, yaitu Melayu sebagai masyarakat 
dominan, Mandailing sebagai perantau 
yang menduduki jabatan pemerintahan, 
perantauan Minangkabau, serta Jawa. 
Setelah kemerdekaan, masyarakat Kota 
Maksum semakin majemuk dengan 
masyarakat pendatang, sedangkan jumlah 
masyarakat Melayu semakin berkurang. 
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